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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerab tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1981 Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor3029);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tabun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 173,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3894) sebagaimana telab diubab dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat,· Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3960);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal127 huruf
(i)Undang-UndangNomor28 Tabun 2009 tentang Pajak
Daerab dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerab tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olabraga;

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di
Kota Sorong, perlu menggali potensi-potensi yang ada
sebagai sumber Pendapatan AsliDaerah;
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3. Undang-UndangNomor21.Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tah.un
2008 tentang Penetapan Peraturan PemerirrtahPengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 'I'ahuu 2001
tentang OtonomiKlrusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

4. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
undang Nomor12Talrun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4844 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintab Daerah (Lembaran Negm-a Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4438 );

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

8. Peraturan Pemerintab Nornor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5145);

9. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4393);
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DalamPeraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KotaSorong.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah LembagaPerwakilanRakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.

4. KepalaDaerah adalah WalikotaSorong.

Pasall

BAB I
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.

Menetapkan

WALIKOTA SORONG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA$RAH KOTA SORONG

dan

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupateri/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di LingkunganPemerintah Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Merrteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

15.Peraturan Menteri keuangan Nomor III MK0712010
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap
Pelanggaranketentuan dibidang Pajak Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undang Daerah yang berlaku.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya yang disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, tempat rekreasi, pariwisata
dan olahraga yang disediakan, dimiliki danj atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk membayar
retrib usi.

10.Badan adalah sekumpulan orml.g danjatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)atau badan usaha milik
daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah
retribusi yang terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT,adalah S1.ITatkeputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dati pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkar STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan
SKRDLByang diajukan olehWajibRetribusi.

16.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan
Daerah KotaSorong.

17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengeloladata dan atau keterangan, lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan RetribueiDaerah.

18. PenyidikanTindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidikuntuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

,
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Pasa15
(I)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian.
(3)Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABV
PENINJAUAN TARlF

Pasa14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi d.an Olah Raga
sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yen1.gtidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BABIV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal3
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jerus fasilitas, frekuerrsi,
jumlah orang serta jumlah dan jenis kendaraan.

BABIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

(I) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut
retribusi seba.gai pembayaran atas penyediaan fasilitas rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang dimiliki, disediakan dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, den1./atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh
BUMN,BUMDdan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakarr/ menikmati pelayanan tempat rekreasi
dan olahraga.

(5) WajibRetribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
RetribusiTempat Rekreasidan Olahra.ga.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasa12
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BABX .
TATA CARA PEMUNGUTAN

PasallO
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut clenganmenggunakan SKRDatau clokumenlain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRDatau dokumen lain yang
dipersamakan serta tata oara pelaksanaan pemungutan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRDatau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pasal9

BABIX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasa18
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan
diberikan.

BAB',VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa17
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi didasarkan

pada tujuan untuk memperolehkeuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keuntungan yang diperolehapabila pelayanan tersebut dilakukan secara
efisiendan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DAl.-AMPENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa16
RetribusiTempat Rekreasi dan Olabraga digolongkansebagai Retribusi Jasa
Usaha,

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
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Pasal14
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan

STRDjika Wajib Retribusr tidak membayar Retribusi Terutang tepat
pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 20/0 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal13
(1) Peinbayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau

tempat lain yang ditetapkan olehWalikota.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD,ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

Pasal12

(1) Pembayaran Retribu.siyang terutang .dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari

sejak diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan yal1.g
merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 20/0(dua persen) sebulan.

(4) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasalll
Dalamhal wajib retribusi.tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribu'si yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

..

BAB XI
SANI{SI ADMINISTRASI

- 7 -



BABXV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal17

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembaliankepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya perrnohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),harus memberikankeputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembaliankelebihan retribusi dianggapdikabulkan dan
SKRDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperbitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut.

(1) Walikotadalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberikeputusan atas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Walikotaatas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang \
diajukan tersebut dianggapdikabulkan.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal15
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yangjelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBTdan SKRDLBdi terbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa· jangka waktu i.tu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehirigga
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal16

- 8 -



Pasa120

(1) Walikotadapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian. pengurangan., keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib
retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan. dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal19

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan clengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagaibukti pembayaran.

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan ;
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. a.lasanyang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat,

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima olehWalikota.

Pasa118

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribuei sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabilapengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewatjangka wa.lctu2 (dua) bulan, Walikotamemberikan imbalan bunga
sebesar 20/0 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.
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(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) .Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melaluiAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasa123

Pasa122
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribuai dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaranriya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara. tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan olehWajibRetribusi.

(1) Hak untuk melakukan panagihan retribusi kedaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga)tahuri terbitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi,

Pasa121

BAB XVII
KEDALUARSA PENAGIHAN
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenangpenyidikansebagaimanadimaksud pada ayat (1)adalah :
a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak p:idanaRetribusiDaerah;
b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana RetnbusiDaerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di BidangRetribusiDaerah;

d. Memeriksabuku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana diBidangRetribusiDaerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f Memintabantuan tenaga abJi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di BidangRetribusiDaerah;

g. Menyuruhberhenti, melarang seseorangmeninggalkanruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
atau dokumenyangdibawasebagaimanadimaksud pada huruf e ayat (2);

h. Memotretseseorangyangberkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah;
1. Memanggil oran_guntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
J. Menghentikanpenyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peny:idikantindak

pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

BABXX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa124

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
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LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 17

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 16 - 5 - 2012
PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP / TTD
dr. H. E. SIHOMBING, MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590603 198610 1 002

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 - 5 - 2012
WALIKOTA SORONG,

CAP I TTD
Drs. J. A. JUMAME, MM

Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam LembaranDaerahKotaSomng.

Pasal26

BAB XXI·
KETENTUAN PENUTUP

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimuJainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada penuntut umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor8 Tahun
1981 tentang HukumAcaraPidana,
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Pasall
Cukup jelas

Pasa12
Cukup jelas

Pasal3
Cukup jelas

Pasal4
Cukup jelas

Pasal5
Cukup jelas

Pasal6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal8
Cukup jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Dewasa ini Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dan
dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta
peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentang Retribusi Jasa Usaba
yang terdiri dari Retribusi Pasar Grosir dan atauj Pertokoan dan
RetribusiTempat RekreasiDan Olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah berupaya
menggali sumber ., sumber yang .potensial untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kota Sorong untuk membiayai dalam
penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunanan dan Pembinaan
Kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undang-UndangNomor32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan pemberian otonomi luas kepada
Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembadayaan dan peran
serta masyarakat.

I. UMUM

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

..



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 17

Pasal9
Cukup jelas

Pasal10
Cukup jelas

Pasal11
Cukupjelas

Pasal12
Cukupjelas

Pasal13
Cukupjelas

Pasal14
Cukup jelas

Pasal15
Cukup jelas

Pasal16
Cukup jelas

Pasal17
Cukup jelas

Pasal18
Cukup jelas

Pasal19
Cukup jelas

Pasal20
Cukup jelas

Pasal21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Instansi melakukan pungutan adalah
Dinas / Badan I Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pungutan retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat
ke1engkapanDewanPerwakilan Rakyat Daerah yang membidangi
Keuangan.

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal24
Cukup je1as

Pasal25
Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas
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WALIKOTA SORONG,
CAP I TTD

Drs. J. A. JUMAME, MM

1. Objek dan DayaTarik Wisata Tanjung Kasuari:
- Tarif masuk Rp. 3.000,-/ orang
- Tarif roda 2 Rp. 5.000, -/ kendaraan
- Tarif roda 4 Rp. 10.000,-/ kendaraan
- Tarif roda 6 Rp. 15.000,-/ kendaraan
- Kamar mandi bilas / toilet Rp. 3.000, -/ orang

2. Objek dan DayaTarik Wisata Alam- Taman Wisata Klasaman KID.14 :
- Tarif masuk Rp. 3.000, -/ orang
- Tarif roda 2 Rp. 5.000, -/ kendaraan
- Tarif roda 4 Rp. 10.000,-/ kendaraan

• - Tarif roda 6 Rp. 15.000,-/ kendaraan
- Toilet Rp. 3.000,- / orang

3. Hiburan Umum dan Rekreasi Tempat Terbuka:
- TarifTontonan Olahraga Rp. 5.000,-/orang

4. Road Race:
- Lomba Kendaraan Roda 2 Rp. 5.000, -/ orang

S. Olahraga dalam Lapangan Tertutup Rp. 3.000, -/ orang

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 16 - 5 - 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA


